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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang
bagaimana efektivitas pelayanan informasi melalui website Kecamatan Sungai Pinang
yang beralamatkan https://kec-sungai-pinang.samarindakota.co.id dalam meningkatan
kualitas pelayanan publik, dimana dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator,
yaitu : 1) Sosialisasi Program, 2) Tujuan Program, 3) Respon Masyarakat, 4)
Ketepatan Program, 5) Pemantauan Program.

Metode peneitian dengan jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data
yaitu kepustakaan, Observarsi, wawancara, dan dokumentasi, Penelitian ini
dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dalam pengelolaannya.
Analisis data model interaktif menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu proses
reduksi data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan program
pelayanan informasi melalui website di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor yakni Pemerintah Kecamatan
Sungai Pinang sudah melaksanakan program tersebut dengan baik, namun dari segi
masyarakat yang berperan sebagai sasaran dalam program tersebut masih memiliki
kesadaran rendah terhadap teknologi informasi yang menjadikan belum tercapainya
timbal balik yang baik antara Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dengan
masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan informasi melalui website
Kecamatan Sungai Pinang.

Kata Kunci : efektivitas, smart goverment, website, pelayanan, keterbukaan informasi
publik

! Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik,
Universitas Mulawarman. Email: maprayogi.21@gmail.com
2 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman



mailto:maprayogi.21@gmail.com

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 10, Nomor 1 2023: 11-22

Pendahuluan

Ketidakefektifan dan inefisiensi tata kelola pemerintah, perlu untuk memeriksa
proses pelaksanaan untuk memastikan bahwa suatu program sejalan dengan standar
layanan publik yang diinginkan. Faktanya, di zaman globalisasi saat ini, situs web
adalah kumpulan halaman web yang ditautkan bersama dari satu file ke file
berikutnya. Untuk menandai dokumen hypertext, Anda menggunakan bahasa markup
yang dikenal sebagai HTML. Informasi dapat ditransmisikan dari server web ke
browser web menggunakan metode komunikasi komputer ini. Dalam perkembang
zaman semakin banyak dari intansi atau individu yang menggunakan website. Hampir
semua intansi mempunyai alamat website yang menjadi sarana komunikasi yang
memberikan informasi secara efektif tentangnya. Dengan itu maka pemanfaatan
kemajuan teknologi ini pemerintah dapat melakukan sebuah inovasi pemerintahan
dengan menjalankan pelayanan publik melalui situs website yang dapat diharapkan
dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government, yang
digunakan oleh website pemerintah daerah untuk mengimplementasikan E-
Government. E-Government merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas kemampuan pemerintah.
Banyak prosedur yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan situs web.
Sehingga aplikasi website yang dijalankan oleh instansi pemerintah dapat berkembang
dan dinilai oleh masyarakat sebagai wujud prinsip Good Government yaitu
transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, Kabupaten Sungai Pinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pelayanan masyarakat dan komunikasi di kota. Pembentukan sistem informasi
publik merupakan salah satu kegiatan pengelolaan informasi dan penyimpanan seluruh
informasi dalam mekanisme transmisi informasi secara tertulis, lisan, bahasa gambar,
dan bahasa daerah yang ditampilkan secara manual dan elektronik.

Website ialah alat media informasi yang menjadikannya sarana prasarana untuk
masyarakat dalam peroleh keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda seperti beberapa informasi pelayanan pada
kasi pemerintahan, kasi ekonomi pembangunan, kasi kesra (Kesejahteraan Rakyat),
kasi trantib (Ketentraman dan Ketertiban) dan kegiatan yang dilaksankan di
lingkungan Kecamatan Sungai Pinang.

E-Government ialah langkah pendukung adanya fasilitas yang dapat
mempercepat pengelolaan data yang menjadi sebuah informasi. Kecamatan Sungai
Pinang merupakan intansi yang mengaplikasikan e-Government dengan sebuah
pelayanan informasi dengan website https://kec-sungai-pinang.samarindakota.go.id ini
sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayan informasi publik dengan berbasis
teknologi sistem informasi.

Website Kecamatan Sungai Pinang diluncurkan pada tahun 2017 dan bekerja
sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda untuk mengelolanya.
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Dalam bentuk aplikasi sistem informasi publik di kecamatan Sungai Pinang melalui
website https://kec.sungai.pinang.samarindakota.go.id.

Kelebihan dari sistem tersebut dapat menfasiliatsi pelayanan informasu berkait
dengan proses administrasi kependudukan. Fasilitas layanan administrasi berupa
layanan seperti pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Kelahiran, dan lain —
lain, penyampaian aspirasi masyarakat melalui website Kecamatan Sungai Pinang
yang berkerja sama dengan E-Musrenbag BAPPEDA Kota Samarinda. Mengetahui
berita dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintahan Kecamatan Sungai
pinang dengan website https://kec.sungai.pinang.samarindakota.go.id .

Namun berdasarkan pengamatan awal, banyak ditemukan kekurangan konten
pada fasilitas website yang dikelola atau operator pengelola situs tersebut ditemukan
selama pelaksanaan program layanan informasi dan informasi publik melalui website
https://kec.sungai.pinang.samarindakota.go.id. Adapun kekurangan dalam
pelakasanaan keterbukaan informasi publik melalui website dan belum adanya
sosialisasi yang disampaikan dengan papan pemberitahuan yang ada dilingkungan
kantor Kecamatan Sungai Pianang.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik bagi penulis untuk melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Pelayanan Informasi Melalui Website Dalam
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Sungai Pinang Kota
Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori
Smart Government

Smart Government merupakan salah satu syarat mendasar untuk mencapai Smart
City. Smart Government, secara umum, mengacu pada penyebaran ICT yang efektif di
bidang pemerintahan. Smart City, selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan,
juga saling berhubungan dengan pelayanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan
sebagainya.

Menurut Anthopaulus dan Reddick (2016), Salah satu aspek Smart City adalah
Smart Governance, yang berpusat pada seberapa baik pemerintah kota memberikan
layanan publik yang penting. Bagaimana menggunakan prinsip, faktor, dan kapasitas
yang mendasari pemerintah kota untuk mengendalikan operasi mereka sebagai
aparatur negara. Smart governance juga membantu pendukung ekonomi lokal
menyusun kebijakan dan menciptakan metode baru untuk administrasi pemerintahan
yang lebih baik.

Smart governance adalah pemerintahan cerdas yang juga fokus memfasilitasi
mobilitas masyarakat. Harapan smart governance tidak hanya soal efikasi dan efisiensi
data, tetapi juga soal penggunaan BBM dalam penggunaan bahan bakar fosil, ada
smart governance, semua jenis mobilitas, baik fisik maupun tidak terpikirkan dengan
baik (Garau, Desogus, & Coni, 2019).

Cohen (2011) mendefinisikan smart city memiliki enam prinsip: Smart
Government, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Government, dan
Smart Living. Seperti yang Kita ketahui bersama, Smart City bercita-cita untuk
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menyatukan teknologi, kolaborasi pemerintah, dan masyarakat dalam satu kesatuan

sehingga pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien

(Nurmandi, 2014).

1. Dalam pelaksanaannya, Smart Government berfokus pada prinsip-prinsip Good
Governance dengan tujuan membangun E-Governance menggunakan ICT atau loT
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

2. Untuk meningkatkan persaingan komersial, Smart Economy mengandalkan inovasi.
Mungkin juga ada penekanan pada pengembangan branding kota, pengembangan
kewirausahaan komunitas lokal, dan pengembangan e-commerce.

3. Smart People menekankan kolaborasi sosial. Dimana berfokus pada penciptaan
sumber daya manusia dengan fokus teknologi serta pembentukan karakter sosial
budaya dan komunitas.

4. Smart Mobility dikaitkan dengan infrastruktur dan transportasi, dengan tujuan
mengembangkan mobilitas berbasis IT dan manajemen data terbarukan melalui
penggunaan TIK.

5. Pengelolaan sumber daya alam merupakan penekanan dari smart government.
Sedangkan di Smart City, pengelolaan Isingkungan berbasis IT dan pengembangan
energi terbarukan diprioritaskan.

Smart Living berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah. Beberapa
pendekatan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat perkotaan antara lain
memberikan informasi kesehatan, menetapkan kurikulum berbasis teknologi, dan
membangun fasilitas ramah disabilitas.

Efektivitas

Menurut Othenk (2008:4), efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana,
dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan untuk menciptakan jumlah
komoditas yang telah ditentukan untuk pelayanan kegiatan yang dilakukan. Efektivitas
menunjukkan keberhasilan dalam hal mencapai atau gagal mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Semakin baik kemanjurannya, semakin dekat hasil tindakan dengan
tujuannya.

Selain itu, menurut Yamit (2003), efektivitas merupakan metrik yang
menunjukkan seberapa jauh target telah dicapai, baik dari segi kualitas maupun waktu,
orentasi pada keluarnya produk yang dihasilkan. Berdasarkan konsep ini, efektivitas
dapat didefinisikan sebagai jumlah atau kualitas (output) barang dan jasa. Efektivitas
adalah kualitas organisasi yang positif yang dapat dilihat pada kinerja relatif
organisasi, seperti pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Tindakan yang
dianggap cukup efektif jika target output diperoleh.

Subagyo dalam Budiani (2009) mengklaim bahwa variabel-variabel berikut
dapat digunakan untuk mengukur unsur-unsur apa saja yang dapat mempengaruhi
berjalannya atau tidaknya suatu program:

a) Ketepatan Sasaran Program
Hal ini dinyatakan sebagai jumlah orang yang mencari keuntungan dari program
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layanan informasi sebagai tujuan yang ditentukan.

b) Sosialisasi Program
Dinyatakan sebagai sejauh mana masyarakat mengetahui informasi terkait
pelaksanaan dari program tersebut melalui sosialiasi yang dilakukan oleh
pemerintah kecamatan.

c) Tujuan Program
Tujuan program digambarkan sebagai tingkat kesepakatan antara hasil pelaksanaan
program dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d) Pemantauan Program
Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan
sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat sebagai sasaran.

Metode untuk mengevaluasi efisiensi bervariasi; beberapa pengukuran yang sering
digunakan, menurut Prihartono, adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan terhadap sumber daya (system resouce approach) Organisasi dapat
menerima berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menjaga sistem organisasi
tetap beroperasi, dan sumber daya yang diperoleh

b) Pendekatan proses (process approach) adalah efektivitas organisasi sebagai efisiensi
dan kondisi internal.

¢) Pendekatan sasaran (goal approach) Pengukuran sasaran menjadi rumit karena ada
banyak tujuan operasional dan resmi.

d) Pendekatan kontigensi campuran untuk mengevaluasi efektivitas secara
keseluruhan

Website

Situs web, juga dikenal sebagai halaman web atau World Wide Web, adalah alat
penyebaran informasi yang memanfaatkan tautan hypertext (tautan). ltu berita bagus
untuk perenang karena menyederhanakan hal-hal bagi mereka (apa yang disebut
pengguna komputer mereka yang menelusuri atau menelusuri informasi melalui
internet). Ardhana (2012). (2012). Seperti yang dinyatakan oleh (Kristanti, 2008), teks
yang dihosting internet dengan satu atau lebih halaman HTML merupakan situs web.
Sederhananya, HTML adalah kode yang digunakan untuk membuat halaman web di
internet..

Bekti (2015: 35) mendefinisikan situs web sebagai sekelompok bangunan yang
saling berhubungan, yang masing-masing terkait dengan jaringan halaman, digunakan
untuk menampilkan informasi tertulis, animasi, gambar diam atau gerak, suara, dan
mungkin campuran dari semuanya, baik statis maupun dinamis.

Keterbukaan Informasi Publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 pada 30 April 2008, dan mulai berlaku pada 30 April 2010. Untuk mewujudkan
dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kenegaraan, baik
pada tataran pengawasan penyelenggaraan negara maupun pada tataran pelibatan
masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, UU KIP merupakan undang-
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undang yang menjamin setiap orang mengakses informasi publik.

UU KIP adalah kerangka regulasi yang mewajibkan semua entitas penerima
dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri, atau organisasi dana masyarakat
untuk membuat catatan mereka tersedia untuk umum berdasarkan permintaan. Oleh
karena itu, keberadaan UU KIP menunjukkan bahwa akses terhadap pengetahuan
merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang dijamin oleh Undang-Undang
Dasar NRI Tahun 1945.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik dijelaskan sebagai berikut dengan Undang-Undang Pelayanan
Publik No. 25 Tahun 2009: Istilah "pelayanan publik™ mengacu pada penyediaan
barang, jasa, dan/atau fungsi administrasi oleh instansi pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Lewis dan Gilman mendefinisikan tugas publik sebagai
kepercayaan. Masyarakat mengharapkan pelayanan pemerintah diberikan dengan
transparansi, integritas, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Kepercayaan publik meningkat ketika layanan pemerintah transparan dan bertanggung
jawab. Tidak akan ada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tanpa pilar kembar
etika pelayanan publik dan kepercayaan publik.

Analisis Kulitas Pelayanan Publik (Studi Biro Umum Sekretariat Daerah
Propinsi Sumatera Utara) dirilis oleh Rinaldi (2012) dalam jurnal manajemen
pelayanan, pelayanan publik, dan standar pelayanan minimal. Seperti yang telah
ditunjukkan oleh tulisan ini, tanggung jawab utama pemerintah adalah melayani
publik, dan dengan demikian, harus selalu bekerja untuk meningkatkan kualitas
layanan yang diberikannya. Untuk meningkatkan standar pelayanan publik, pemerintah
telah melakukan sejumlah reformasi. Untuk mencegah terputusnya hubungan antara
kebutuhan masyarakat dengan kesiapan dan kemampuan aparatur dalam menjalankan
fungsi pelayanan, penting dilaksanakan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan
publik dan peningkatan kesiapan dan kapabilitas aparatur baik di tingkat pusat maupun
daerah.

Electronic Government (E-Government)

Kementerian Komunikasi dan Hak Asasi Manusia Indonesia mendefinisikan E-
Government sebagai “utilitas publik yang diselenggarakan melalui situs web
pemerintah,” dengan domain yang diperlukan adalah www.indonesia.gov.id (go.id)

E-Government, sebagaimana didefinisikan oleh Clay G. Weslatt (2007) di situs
webnya, adalah penerapan TIK pada administrasi publik dengan tujuan meningkatkan
pemberian layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah.

Menurut Indrajit (2002: 36), E-Government adalah mekanisme keterlibatan baru
antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain yang berkepentingan yang
mencakup pemanfaatan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan
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meningkatkan kualitas layanan.

Fungsi E-Government terdiri dari 4 (empat) fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Akan ada peningkatan standar layanan lokal. Tidak perlu menunggu jam Kkerja
untuk mengirim informasi; Kami menerima kiriman sepanjang waktu, setiap hari
dalam seminggu. Tidak perlu lagi melaporkan secara fisik untuk bekerja untuk
melakukan penelitian; Sebaliknya, Anda dapat melakukannya dari kenyamanan
rumah atau tempat kerja Anda sendiri.

b) Telah terjadi perbaikan pagar antara pemerintah, bisnis, dan rakyat. Harapannya
adalah bahwa lebih banyak keterbukaan (transparansi) akan mengarah pada lebih
banyak komunikasi dan kerja sama antara orang-orang dari latar belakang yang
berbeda. Karena transparansi, ini menghilangkan potensi iritasi atau
ketidakpercayaan.

c) Informasi yang mudah diperoleh memberikan lebih banyak instansi kepada
penduduk setempat. Orang akan memiliki kebebasan untuk memilih sendiri jika
mereka diberi pengetahuan yang cukup. Misalnya, orang tua dapat menggunakan
informasi yang tersedia untuk umum untuk meneliti dan memilih sekolah terbaik
untuk anak mereka.

d) Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih baik. Dalam hal pekerjaan
pemerintah, misalnya, berkomunikasi dan berkolaborasi dapat dilakukan melalui
email dan bahkan konferensi video. Indonesia yang memiliki wilayah geografis
yang cukup luas akan sangat diuntungkan dengan hal ini. Tidak perlu memiliki
semua kepala daerah di tempat yang sama pada saat yang sama untuk memiliki
tanya jawab, koordinasi, dan dialog. Tidak perlu lagi semua orang terbang ke
Jakarta untuk rapat cepat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektivitas Pelayanan Informasi melalui Website dalam Meningkatakan
keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang yang menjadi
peluang bagi Kecamatan Sungai Pinang dalam memanfaatkan teknologi secara efektif
dalam memberikan kemudahan, dalam mendapatkan sebuah pelayanan dan informasi
kepada masyarakat, dalam penggunaan teknologi Kecamatan Sungai Pinang
membangun website yaitu https://kec-sungai-pinang.samarindakota.go.id yang menjadi
sarana dalam memperoleh pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh
kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan ataupun
standar pelayanan dan keterbukaan informasi publik ada di Kecamatan Sungai Pinang.
Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang sudah memberikan Sosialisasi kepada
masyrakat mengenai website Kecamatan Sungai Pinang melalui berbagai macam
bentuk. Dan pelaksanaan Sosialiasi bisa terbilang dimana saja dan bebas mengenai
waktu dan tempat dalam mensosialisasikan website Kecamatan Sungai Pinang. Dalam
hal ini Kecamatan Sungai Pinang belum ada dilaksakankannya sosialiasi secara
langsung untuk program pelayanan informasi melalui website
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Bedasarkan pernyataan oleh narasumber dapat menyimpulkan bahwa setiap
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sungai Pinang ketika adanya
kegiatan dan masyarakat dihimbau agar masyarakat mencari informasi di situs website
Kecamatan Sungai Pinang.

Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang juga melakukan upaya agar Masyarakat
mengetahui dan mau untuk mengakses website Kecamatan Sungai Piang yang telah
disiapkan sebagai bentuk sarana informasi, dengan tujuan agar masyrakat Kecamatan
Sungai Pinang menjadi masyarakat yang dapat menggunkan kemajuan teknologi.

Kecamatan Sungai Pinang dalam pelaksanan program tersebut dengan berbagai
bentuk upaya agar apa yang menjadi tujuan pelaksana program pelayanan informasi
publik melalui website ini dapat berjalan dengan baik. Namun hal tersebut tentu tidak
dapat menjadi tolok ukur bahwa program tersebut terlaksana dengan baik apabila yang
menjadi sasaran dalam program tersebut atau yang dimaksud ialah masyarakat yang
masih belum mengakses program tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih
banyak masyarakat akan pentingnya serta manfaat yang dirasakan apabila menfaatkan
program pelayanan informasi publik melalui website dengan baik. Dalam hal ini
menjadi evaluasi untuk pemerintah dan terkhusus dalam penelitian ini Kecamatan
Sungai Pinang dapat memberikan pemahaman serta pandangan masyarakat akan
pemanfaatan teknologi dalam segi edukasi masyarakat dan dari Kecamatan Sungai
Pinang masih belum optimal dalam memberikan pelayanan informasi karena Situs
website dalam menyampaikan informasi masih dibatasi oleh Dinas Komunikasi dan
informasi kota Samarinda yang menjadi kurang efektif dalam memberikan informasi
yang dibutuhkan masyarakat.

Respon masyarakat sangat di perlukan dalam pelayanan publik di kecamatan
Sungai Pinang karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan suatu oragaisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk
memperioritaskan pelayanan informasi publik melalui website serta mengembangkan
program — program Kecamatan Sungai Pinang.

Respon masyarakat menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat dan birokrasi dalam merancang program pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat merespons positif pelaksanaan
program pelayanan informasi publik oleh Kecamatan Sungai Pinang melalui website.

Dalam program pelayanan informasi publik melalui website di Kecamatan
Sungai Pinang memperoleh respon yang baik dari masyarakat terutama mahasiswa
karena adanya kemudahan dalam memperoleh informasi, adapun informasi didalam
website tidak ditemukan dapat mengunjungi kantor Kecamatan Sungai Pinang dalam
memperoleh informasi.

Kabupaten Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah melakukan pekerjaan yang
sangat baik dalam mengikuti protokol yang ditetapkan, terbukti dengan hasil penelitian
ini yang menunjukkan seberapa akurat program dalam hal efektivitas layanan
informasi yang diberikan melalui situs web dalam meningkatkan keterbukaan
informasi publik.

Pelakasanaan pelayanan informasi publik melalui website sudah tepat sasaran
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dan sudah baik. Website Di Kecamatan Sungai Pinang sudah dilaksanakan sesuai
dengan aturan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam pengelolaan website
tersebut sebagai bentuk media dalam percepatan pelayanan publik ke masyarakat.
Walaupun masih terdapat kekurangan-kekurang konten yang tersedia, pihak
Kecamatan Sungai Pinang terus mengajukan penambahan dan perbaikan konten yang
di perlukan kepada Dinas Komunikasi dan informasi Kota Samarinda, yang membuat
website Kecamatan Sungai Pinang.

Mengenai indikator ketepatan program pelayan informasi melalui website yang
dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang masih belum bisa terbilang tepat sasaran.
Dalam pelaksanan yang baik, masih terdapat dari segi masyarakat yang masih kurang
berminat dalam mengakses situs website tersebut. Mengenai kurangnya minta
masyarakat dalam mengakses situs website tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap
Kecamatan Sungai Pinang untuk menarik masyarakat dalam mengakses situs website
tersebut.

Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dalam menjalankan program sudah
berupaya agar program pelayanan informasi melalui website dapat tepat sasasran ke
masyarakat sehingga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarkat
Kecamatanan Sungai Pinang, dengan memberikan informasi yang up to date mengenai
Kecamatan Sungai Pinang atau mengenai suatu kebijakan-kebijakan pemerintah yang
baru dan memberikan respon yang baik dan cepat apabila ada hal yang disampaikan.

Pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sungai Pinang telah
menjadi tanggung jawab dan baik, berupa upaya Pemerintah Kabupaten Sungai Pinang
dalam melaksanakan program Layanan Informasi melalui website agar apa yang telah
dilakukan tetap terjaga, dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan
keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Sungai Pinang yang menjadi sasaran
program tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Dalam Pelaksanaan Program

Faktor pendukung dalam menjalankan program pelayanan informasi melalui
website adalah adanya dukungan dari pemerintah. Melalui sebuah kebijakan dari
pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelayanan publik yang kemudian
diintruksikan kepada seluruh Organiasi Perangkat Daerah (OPD), Salah satunya ialah
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan juga didukung oleh fasilitas yang telah
disediakan oleh pihak Kecamatan Sungai Pinang yang cukup memadai dalam
terjalannya program pelayanan informasi melalui website tersebut yaitu jaringan
internet yang sangat baik dan perangkat komputer, sehingga Kecamatan Sungai Pinang
dapat memberikan pelayanan terkhusus dalam penelitian ini yaitu informasi dapat
terlaksanan dengan baik.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan informasi melalui
website Kecamatan Sungai Pinang sudah sangat optimal, namun faktor minat
masyarakat untuk mengakses website tersebut yang memang perlu dibenahi oleh
Kecamatan Sungai agar warga Kabupaten Sungai Pinang dapat berkembang menjadi
masyarakat yang sadar akan perkembangan teknologi dan informatif.
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Kesimpulan

Berkenaan dengan peningkatan standar pelayanan publik yang diberikan kepada
warga Kecamatan Sungai Pinang di Kota Samarinda, maka dapat dikatakan bahwa
website Kabupaten Sungai Pinang telah berperan penting dalam pelaksanaan program
pelayanan informasi. Sangat disayangkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya
memanfaatkan website sebagaimana mestinya, yaitu berfungsi sebagai sumber
informasi publik. Ini dibuktikan dengan sejumlah indikator, termasuk:

Sosialisasi program tidak terjadwal dan terjadi kapan saja dan di mana saja.
Misalnya, adanya kegiatan sesuatu di suatu wilayah yang dilakukan oleh Kabupaten
Sungai Pinang dapat dilakukan melalui sosialisasi internet sehingga masyarakat dapat
mencari dan melihat berita dalam kegiatan yang telah dilakukan. Ketika masyarakat
datang ke Kantor Kecamatan Sungai Pinang untuk mendapatkan data di wilayah
Kecamatan Sungai Pinang, mereka dapat diarahkan ke website Kecamatan Sungai
Pinang untuk mencari data tersebut. Dengan begitu masyarakat memperoleh dan
memahami manfaat situs web dengan cara ini.

Tujuan program layanan informasi melalui website menjadi media bagi
masyarakat untuk mengakses layanan informasi dan data, dengan tujuan mendorong
kesadaran masyarakat untuk mendorong kemajuan teknis dan menghasilkan
masyarakat yang lebih terinformasi.

Keakuratan Program dalam penyelenggaraan pelayanan informasi melalui
website sesuai dengan hasil penelitian dan analisis. Program layanan informasi melalui
website merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mempercepat pelayanan
informasi dan data kepada masyarakat Kabupaten Sungai Pinang. Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Samarinda mendirikan website Kecamatan Sungai Pinang, dan
Kabupaten Sungai Pinang semata-mata mengoperasikan website tersebut dengan
mengisi laman-laman tersebut dengan konten yang telah disediakan. Karena website
kekurangan konten, maka Kabupaten Sungai Pinang menyarankan untuk
menambahkan konten dan halaman yang perlu diunggah ke Kantor Komunikasi dan
Informatika agar dapat ditindaklanjuti. Namun, ada kurangnya minat publik untuk
mengunjungi situs web serta pemahaman publik tentang manfaat mengikuti perubahan
teknologi sebagai sarana pengajaran.

Pemantauan program, sebagaimana dilaksanakan dalam program pelayanan
informasi melalui website, merupakan suatu upaya untuk menawarkan akuntabilitas
atas layanan informasi baru atau up to date, serta data yang lengkap, dan untuk
memberikan respon yang baik dan tepat waktu kepada masyarakat.

Sebagai wujud rencana jangka panjang pemerintah pusat untuk meningkatkan
standar pelayanan publik, dukungan pemerintah pusat terhadap program layanan
informasi yang disampaikan melalui website Kabupaten Sungai Pinang merupakan
komponen penting dalam keberhasilannya. Ini juga berkontribusi pada ketersediaan
infrastruktur teknologi, seperti internet dan komputer, yang diperlukan untuk
keberhasilan peluncuran program yang memberikan layanan informasi melalui
halaman web.
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Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola website ini yang
hanya ditangani oleh satu pengurus menjadi kendala pelaksanaan program layanan
informasi melalui website Kabupaten Sungai Pinang. Ada kendala dalam pelaksanaan
program layanan informasi melalui internet karena dikhawatirkan penanggung jawab
website akan berada di lokasi lain, yang akan menghambat atau mengurangi ketepatan
waktu dalam mengkomunikasikan informasi terkini di website Kabupaten Sungai
Pinang. Selain itu dipengaruhin oleh karakteristik masyarakat juga berpengaruh
terhadapa program pelayanan informasi melalui website, karena kurangnya minat
masyarakat untuk mengakses website. Dan juga dipengaruhi akses jaringan internet
yang di beberapa wilayah Kecamatan Sungai Pinang yang menjadi masyarakat kurang
berminat mengakses situs website Kecamatan Sungai Pinang. Sehingga menjadi
kurang maksimalnya dan tidak seimbangnya timbal balik antara Pemerintah
Kecamatan Sungai Pinang dengan tanggapan dari masyrakat.

Respon masyarakat dalam penelitian ini sangat penting karena respon
masyarakat menjadi sikap yang berwujud baik dalam pemahaman yang mendetail,
penilaian, pengaruh atau penolakan. Respon masyarakat menjelaskan bahwa selama
kegiatan pelayanan informasi melalui website dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Berdasarkan hasil
dari penelitian dengan Seketrais Camat Sungai Sungai Pinang, masyarakat menyambut
dengan baik semua kegiatan masyarakat di up to date dengan cepat kedalam situs
website Kecamatan Sungai Pinang dan pihak Kecamatan Sungai Pinang sudah
memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin hal ini berdasarkan pemaparan
informan. Respon masyarakat mengambarkan kemampuan dalam memenubhi
kebutuhan—kebutuhan masyarakat dan birokrasi dalam mengembangkan program
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyrakat serta aspirasi masyarakat. Kecamata
Sungai Pinang dalam pelaksanaan program pelayanan informasi publik melalui
website mendapat respon yang baik.

Saran
Penulis akan memberikan rekomendasi dan saran terkait kesimpulan tersebut di
atas berdasarkan hasil penelitian yang diangkat melalui diskusi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang harus menyusun rencana unik untuk
mempublikasikan layanan informasi website Kecamatan kepada warga
Kelurahan yang tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.

2. Untuk memudahkan masuk ke website Kecamatan Sungai Pinang, Pemerintah
Kecamatan Sungai Pinang dapat menyediakan berbagai perangkat komputasi
khusus.

3. pemerintah kabupaten Sungai Pinang dapat berfungsi sebagai tempat pertemuan
bagi orang-orang untuk berbagi harapan dan impian mereka untuk mengevaluasi
harapan dan impian tersebut dengan lebih baik dan, pada akhirnya,
meningkatkan kualitas layanan yang mereka terima.

4. Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dapat mengirimkan kepada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda analisis terhadap konten yang
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dibutuhkan dan konten yang menurut masyarakat akan menarik untuk diakses,
meskipun halaman-halaman tersebut sebelumnya tidak ada di website.
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